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	Persepsi anak sebagai beban merupakan fenomena sosial yang semakin menguat di tengah tekanan ekonomi, perubahan struktur keluarga, dan dinamika kehidupan modern. Persepsi ini tidak hanya berdampak pada relasi orang tua dan anak, tetapi juga berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak anak dan keberlanjutan nilai kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anak sebagai beban dalam perspektif Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia, dengan menempatkan anak sebagai subjek maslahat dan subjek hukum yang harus dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan metode studi kepustakaan, yang menganalisis sumber-sumber utama hukum Islam, teori Maqasid Syariah, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi anak sebagai beban bertentangan secara fundamental dengan tujuan dasar Maqasid Syariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan berpotensi mengganggu tujuan syariat lainnya seperti perlindungan jiwa dan akal. Sementara itu, hukum positif Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau akar persepsi sosial yang memarginalkan anak. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan Maqasid Syariah dan hukum positif dalam membangun kerangka perlindungan anak yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada maslahat jangka panjang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.
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Pendahuluan	
Anak menempati posisi sentral dalam konstruksi sosial, hukum, dan agama. Dalam hampir seluruh peradaban, anak dipandang sebagai simbol keberlanjutan generasi, harapan masa depan, dan investasi moral suatu bangsa. Namun dalam realitas sosial kontemporer, posisi normatif tersebut tidak selalu sejalan dengan cara anak dipersepsikan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tekanan ekonomi, perubahan struktur keluarga, urbanisasi, serta meningkatnya biaya hidup, anak tidak jarang dipandang sebagai beban baik secara finansial, psikologis, maupun sosial (Abraham, 2014). Persepsi ini tidak selalu diekspresikan secara eksplisit, tetapi termanifestasi dalam berbagai praktik, seperti penelantaran, kekerasan domestik, pembatasan hak pendidikan, hingga pembenaran terhadap kebijakan pengendalian kelahiran yang mengabaikan dimensi etik (Becker, 1999).
Fenomena persepsi anak sebagai beban merupakan persoalan serius karena ia bekerja pada level kesadaran dan nilai, bukan semata-mata pada level tindakan hukum. Persepsi membentuk sikap, dan sikap pada akhirnya membentuk perilaku (Satiadarma, 2001). Dalam konteks ini, hukum sering kali datang terlambat: ia mengatur setelah terjadi pelanggaran, bukan ketika cara pandang yang keliru mulai terbentuk. Oleh karena itu, kajian terhadap persepsi anak sebagai beban menuntut pendekatan normatif-kritis yang tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga tujuan etik dan kemanusiaan dari sistem hukum itu sendiri.
Dalam perspektif Islam, anak secara teologis dan normatif diposisikan sebagai amanah dari Allah Swt., bukan sebagai beban (Rikantasari & Kholishudin, 2025). Al-Qur’an secara konsisten menegaskan bahwa kehadiran anak merupakan bagian dari sunnatullah dan tidak boleh dijadikan alasan untuk ketakutan eksistensial, khususnya terkait rezeki (QS. al-Isra’: 31). Namun demikian, realitas sosial umat Islam menunjukkan adanya ketegangan antara ideal normatif tersebut dengan praktik kehidupan modern (Yusuf & Akbarizan, 2024). Ketegangan ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan fikih normatif, melainkan memerlukan kerangka analisis yang mampu membaca tujuan dan hikmah di balik hukum, yaitu Maqasid Syariah.
Maqasid Syariah menawarkan perspektif yang lebih dalam dengan menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang berorientasi pada perlindungan dan realisasi maslahat manusia. Perlindungan terhadap anak secara langsung berkaitan dengan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), namun juga bersinggungan erat dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-‘aql (perlindungan akal), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Ketika anak dipersepsikan sebagai beban, maka yang terganggu bukan hanya satu tujuan syariat, tetapi keseluruhan struktur maqasidi yang menopang kehidupan manusia secara bermartabat (Al-Syathibi, 2004; Auda, 2008).
Pendekatan Maqasid juga memungkinkan analisis yang lebih adil dan proporsional. Persepsi anak sebagai beban tidak selalu lahir dari sikap individual yang abai terhadap nilai agama, melainkan sering kali merupakan refleksi dari kegagalan sistem sosial dan ekonomi dalam menjamin kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, Maqasid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat justifikasi normatif, tetapi sebagai instrumen kritik terhadap struktur yang melahirkan kemudaratan kolektif (Muhammad Hashim Kamali, 1990).
Di sisi lain, hukum positif Indonesia telah membangun kerangka perlindungan anak yang relatif komprehensif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam kerangka hukum positif, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren, bukan sebagai objek belas kasihan apalagi beban sosial (Hidayati, Hidayatullah, Komarudin, & Atika, 2023).
Namun demikian, kuatnya regulasi tidak serta-merta menghapus persepsi sosial yang keliru terhadap anak. Hukum positif bekerja melalui mekanisme aturan dan sanksi, sedangkan persepsi bekerja melalui budaya, nilai, dan struktur sosial yang lebih halus. Di sinilah muncul jurang antara law in books dan law in action. Banyak kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak justru terjadi di ruang privat keluarga, wilayah yang sulit dijangkau oleh intervensi hukum formal (LANTARA, 2024).
Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini memandang penting untuk mempertemukan perspektif Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia dalam membaca fenomena persepsi anak sebagai beban. Pendekatan komparatif-integratif ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam memanusiakan anak, serta bagaimana Maqasid Syariah dapat berkontribusi sebagai kerangka etik-kritis dalam penguatan perlindungan anak di luar pendekatan legalistik semata.
Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan individu atau keluarga, melainkan untuk mengungkap akar normatif dan struktural dari lahirnya persepsi anak sebagai beban. Dengan menjadikan Maqasid Syariah sebagai pisau analisis utama dan hukum positif Indonesia sebagai kerangka normatif pembanding, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada maslahat.
Dengan demikian, isu persepsi anak sebagai beban bukan sekadar persoalan moral atau sosial, melainkan persoalan hukum dan kemanusiaan yang menuntut pembacaan lintas disiplin. Di titik inilah dialog antara Maqasid Syariah dan hukum positif menjadi relevan, mendesak, dan strategis bagi pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Metode Penelitian/Metode Kajian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan desain studi kepustakaan (library research) yang diperkaya dengan analisis konseptual dan yuridis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif perilaku masyarakat, melainkan pada pemaknaan, konstruksi normatif, dan kerangka nilai yang membentuk persepsi anak sebagai beban dalam perspektif Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara mendalam dengan menempatkan teks, norma, dan nilai sebagai objek utama analisis (Creswell, 2013).
Secara metodologis, penelitian ini berpijak pada dua kerangka besar. Pertama, kerangka Maqasid Syariah sebagai pendekatan normatif-etik dalam hukum Islam. Kedua, kerangka hukum positif Indonesia sebagai sistem regulatif yang mengatur perlindungan anak. Kedua perspektif ini dianalisis secara dialogis dan komparatif untuk melihat titik temu, ketegangan, serta potensi integrasinya dalam merespons fenomena persepsi anak sebagai beban.
Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber normatif utama dalam Islam, seperti Al-Qur’an dan hadis, serta karya klasik dan kontemporer ulama Maqasid Syariah, terutama karya al-Syathibi, al-Ghazali, Ibn ‘Ashur, dan pemikir Maqasid modern seperti Jasser Auda. Sumber-sumber ini digunakan untuk menggali konstruksi normatif Islam tentang anak, keturunan, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka tujuan syariat (Al-Syathibi, 2004; Auda, 2008; Ibn‘Ashur, 2001).
Sementara itu, data primer dalam perspektif hukum positif Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta regulasi terkait lainnya. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini difokuskan pada bagaimana hukum positif memposisikan anak sebagai subjek hukum dan sejauh mana kerangka normatif tersebut mampu merespons persoalan persepsi sosial yang meminggirkan anak (Pramono, 2022).
Data sekunder mencakup buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu anak, perlindungan anak, Maqasid Syariah, dan sosiologi hukum. Literatur ini digunakan untuk membangun konteks akademik, mengidentifikasi celah penelitian (research gap), serta memperkuat analisis kritis terhadap temuan normatif yang dihasilkan (Mohammad Hashim Kamali, 1999; Zed, 2008).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur (systematic literature review) dengan kriteria seleksi tertentu, meliputi relevansi topik, otoritas penulis, serta kebaruan dan kredibilitas sumber. Literatur hukum dan keislaman dianalisis secara tekstual dan kontekstual untuk menghindari pembacaan yang ahistoris atau normatif semata. Dalam hal ini, teks tidak diperlakukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai produk pemikiran yang lahir dalam konteks sosial tertentu (Saumantri & Saefuddin, 2025).
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis maqasidi. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan narasi tentang anak dalam teks hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, analisis maqasidi digunakan untuk menilai sejauh mana persepsi anak sebagai beban bertentangan atau sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat. Dalam tahap ini, tujuan syariat diklasifikasikan ke dalam level daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat untuk melihat tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh persepsi tersebut terhadap perlindungan maslahat anak (Khalaf, 2020).
Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif-integratif antara Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya secara dikotomis, melainkan untuk melihat potensi saling melengkapi dalam membangun kerangka perlindungan anak yang lebih substantif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar alat kontrol sosial (Abdurrahman, 2003).
Untuk menjaga validitas akademik, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan berbagai ulama, akademisi, dan regulasi yang berbeda. Selain itu, konsistensi analisis dijaga dengan menggunakan kerangka konseptual yang sama secara sistematis sepanjang pembahasan. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga kedalaman analitis dan relevansi kontekstual bagi pengembangan hukum Islam dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.


Hasil dan Pembahasan
Persepsi Anak sebagai Beban dalam Perspektif Maqasid Syariah: Analisis Normatif dan Etik
Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa persepsi anak sebagai beban merupakan fenomena yang bertentangan secara mendasar dengan struktur nilai dalam Maqasid Syariah. Dalam kerangka tujuan syariat, anak tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari kehidupan keluarga, tetapi sebagai elemen sentral dalam keberlangsungan peradaban manusia. Perlindungan terhadap anak melekat langsung pada hifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang oleh para ulama klasik dan kontemporer ditempatkan pada level daruriyyat, yakni kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan sosial dan moral manusia tidak dapat bertahan (Al-Syathibi, 2004).
Maqasid Syariah memandang manusia bukan semata sebagai individu ekonomi, melainkan sebagai makhluk bermartabat yang hidup dalam jejaring tanggung jawab moral. Oleh karena itu, cara pandang yang mereduksi anak menjadi beban finansial merupakan bentuk penyempitan makna maslahat. Maslahat dalam perspektif maqasidi tidak pernah berdiri pada logika untung–rugi jangka pendek, tetapi pada keberlanjutan nilai, keseimbangan hidup, dan kemaslahatan kolektif jangka panjang (Ibn‘Ashur, 2001).
Dalam banyak konteks sosial modern, persepsi anak sebagai beban muncul seiring meningkatnya tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan melemahnya sistem pendukung keluarga. Anak dipandang sebagai sumber pengeluaran, penghambat karier, atau faktor yang menurunkan kualitas hidup orang tua. Namun Maqasid Syariah tidak membaca kondisi ini sebagai legitimasi untuk mendeligitimasi nilai anak, melainkan sebagai indikator adanya gangguan struktural dalam pemenuhan maslahat. Dengan kata lain, problem utama terletak pada sistem sosial yang gagal mendistribusikan tanggung jawab secara adil, bukan pada keberadaan anak itu sendiri (Auda, 2008).
Dalam kerangka maqasidi, anak memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada kapasitas produktifnya. Nilai ini bersumber dari prinsip dasar bahwa manusia adalah tujuan, bukan alat. Persepsi anak sebagai beban berarti menggeser posisi anak dari subjek maslahat menjadi objek kalkulasi utilitarian. Pergeseran ini secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat yang menempatkan pemeliharaan martabat manusia sebagai fondasi hukum (Kamali, 2011).
Lebih jauh, hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi anak sebagai beban tidak hanya mengancam hifz al-nasl, tetapi juga berdampak sistemik terhadap tujuan syariat lainnya. Anak yang dipersepsikan sebagai beban berisiko mengalami pengabaian kebutuhan dasar, baik fisik maupun psikis, yang pada akhirnya mengancam hifz al-nafs. Pembatasan akses pendidikan dan stimulasi intelektual akibat beban ekonomi juga berimplikasi pada tergerusnya hifz al-‘aql. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkaran ketidakberdayaan yang justru memperbesar beban sosial secara kolektif (Sukamto, Sarwi, Muttaqin, Ahsani, & Wijayama, 2025).
Dari sudut pandang Maqasid, penting untuk ditegaskan bahwa syariat tidak menutup mata terhadap realitas kesulitan ekonomi. Konsep hajiyyat dan rukhsah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi darurat. Namun fleksibilitas ini tidak boleh disalahpahami sebagai pembenaran atas perubahan nilai yang mendasar. Kesulitan ekonomi dapat mempengaruhi mekanisme pemenuhan tanggung jawab, tetapi tidak mengubah status etik anak sebagai amanah dan subjek perlindungan (Ghazali, 2014).
Analisis maqasidi juga mengungkap adanya fasad al-tasawwur (kerusakan cara pandang) dalam persepsi anak sebagai beban. Kerusakan ini berawal dari pemisahan antara nilai spiritual dan realitas material. Ketika kehidupan dipahami semata-mata melalui logika efisiensi dan produktivitas, nilai anak direduksi menjadi beban biaya, bukan investasi peradaban. Maqasid Syariah hadir justru untuk menyatukan kembali dimensi spiritual dan material dalam satu kerangka nilai yang utuh (Al-Ghazali, 2006).
Dalam konteks ini, Maqasid Syariah berfungsi tidak hanya sebagai alat justifikasi normatif, tetapi sebagai kerangka kritik sosial. Ia mengoreksi cara pandang yang menormalisasi ketidakadilan struktural dengan menyalahkan individu atau anak sebagai korban (Effendi, 2020; Oladapo & Rahman, 2016). Persepsi anak sebagai beban sering kali lahir dari ketimpangan distribusi sumber daya, lemahnya jaminan sosial, dan absennya kebijakan ramah keluarga. Dengan demikian, kritik maqasidi diarahkan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada sistem yang gagal mewujudkan maslahat kolektif.
Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa dalam Maqasid Syariah, anak dipandang sebagai amanah istikhlafiyyah, yakni titipan yang berkaitan dengan mandat manusia sebagai khalifah di bumi. Amanah ini tidak diukur dari kemudahan pelaksanaannya, tetapi dari tanggung jawab moral yang menyertainya. Persepsi anak sebagai beban, dalam kerangka ini, mencerminkan krisis tanggung jawab, bukan sekadar krisis ekonomi.
Dengan demikian, Maqasid Syariah menempatkan isu persepsi anak sebagai beban bukan sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai gejala krisis nilai dan tata kelola sosial. Anak dalam perspektif maqasidi adalah pusat orientasi maslahat, bukan residu dari tekanan hidup modern. Setiap sistem hukum dan kebijakan yang membiarkan anak dipersepsikan sebagai beban berarti telah menyimpang dari tujuan dasar syariat.
Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan pada section ini menegaskan bahwa persepsi anak sebagai beban merupakan bentuk deviasi nilai yang serius dalam perspektif Maqasid Syariah. Deviasi ini tidak hanya mengancam perlindungan keturunan, tetapi juga merusak fondasi etik hukum Islam sebagai sistem yang bertujuan memuliakan manusia. Oleh karena itu, pendekatan maqasidi menjadi sangat penting untuk merekonstruksi cara pandang masyarakat dan kebijakan publik agar kembali menempatkan anak sebagai subjek maslahat dan fondasi masa depan peradaban.

Hukum Positif Indonesia dan Kesenjangan antara Norma Perlindungan Anak dan Persepsi Sosial
Hasil kajian yuridis menunjukkan bahwa secara normatif, hukum positif Indonesia telah menempatkan anak dalam posisi yang sangat kuat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Harahap, 2024; Iqbal, 2025).
Dalam konstruksi hukum positif, anak diposisikan bukan sebagai objek kepentingan orang tua atau negara, melainkan sebagai pemegang hak yang melekat sejak lahir. Negara, orang tua, dan masyarakat ditempatkan sebagai subjek kewajiban yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Secara normatif, kerangka ini menunjukkan keberpihakan yang tegas pada kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), sebuah prinsip yang juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia (Yulianti, 2024).
Namun, hasil analisis kritis menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun hukum positif telah memosisikan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, persepsi sosial terhadap anak sebagai beban masih tetap bertahan dan bahkan dalam kondisi tertentu semakin menguat (Panjaitan, Prajitna, Nugroho, & Ramanto, 2025). Persepsi ini sering muncul dalam konteks keluarga miskin, keluarga urban dengan tekanan ekonomi tinggi, serta dalam wacana publik yang menekankan beban demografis dan biaya sosial anak (Fazila et al., 2025).
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia bekerja secara dominan pada level normatif dan represif, sementara persepsi sosial bekerja pada level kultural dan struktural. Hukum dapat memberikan sanksi terhadap penelantaran anak, tetapi tidak secara langsung mampu mengubah cara pandang orang tua atau masyarakat yang memaknai anak sebagai beban hidup (Maiyah & Aisyah, 2025; Sidik & Suherman, 2024). Dengan kata lain, hukum hadir setelah terjadi pelanggaran, bukan pada fase pembentukan kesadaran dan nilai.
Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai keterbatasan law as a tool of social engineering. Hukum memang memiliki daya paksa, tetapi daya transformatifnya sangat bergantung pada dukungan nilai sosial dan struktur ekonomi yang memadai. Ketika keluarga hidup dalam tekanan structural kemiskinan, minimnya jaminan sosial, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan Kesehatan maka norma hukum sering kali kalah oleh logika survival (Haryanto et al., 2024). Dalam situasi seperti ini, anak mudah dipersepsikan sebagai tambahan beban, bukan sebagai subjek hak yang harus diprioritaskan.
Jika dibaca melalui lensa Maqasid Syariah, kelemahan ini menjadi semakin jelas. Hukum positif Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan syariat pada level maqasid al-tasyri‘ (tujuan legislasi), khususnya dalam perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (Manurung, Nababan, Manurung, Sangapan, & Manurung, 2025). Namun pada level implementasi, hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan maslahat secara substantif (Maiyah & Aisyah, 2025; Putra, 2024). Maqasid Syariah menuntut agar hukum tidak berhenti pada pengaturan dan sanksi, tetapi juga membangun kondisi sosial yang memungkinkan terlindunginya tujuan-tujuan dasar syariat.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama hukum positif adalah minimnya pendekatan preventif berbasis nilai. Regulasi perlindungan anak lebih banyak dirumuskan untuk merespons pelanggaran, bukan untuk membongkar akar persepsi yang melahirkan pelanggaran tersebut. Padahal, persepsi anak sebagai beban adalah faktor laten yang secara signifikan mempengaruhi terjadinya penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak (Tahir, Wulansari, Reynaldo, & Batau, 2025).
Dalam konteks ini, dialog antara hukum positif dan Maqasid Syariah menjadi sangat relevan. Maqasid Syariah menawarkan fondasi etik dan filosofis yang dapat melengkapi kekakuan hukum positif. Jika hukum positif menegaskan apa yang wajib dan dilarang, Maqasid Syariah menjelaskan mengapa anak harus dilindungi dan apa konsekuensi moral dan sosial jika perlindungan itu gagal. Integrasi ini berpotensi menggeser paradigma perlindungan anak dari sekadar pendekatan legalistik menuju pendekatan transformative (Auda, 2008).
Untuk memperjelas posisi hukum positif dan Maqasid Syariah dalam memandang anak, berikut disajikan tabel analitis komparatif:
Tabel 1. Perbandingan Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqasid Syariah tentang Anak
	Aspek Analisis
	Hukum Positif Indonesia
	Maqasid Syariah

	Posisi Anak
	Subjek hukum dengan hak konstitusional
	Amanah dan subjek maslahat

	Dasar Perlindungan
	Regulasi dan sanksi hukum
	Tujuan syariat (hifz al-nasl, hifz al-nafs, hifz al-‘aql)

	Pendekatan
	Legal-formal dan represif
	Etik-normatif dan preventif

	Fokus Utama
	Pencegahan dan penindakan pelanggaran
	Pemeliharaan maslahat jangka panjang

	Respon terhadap Persepsi Anak sebagai Beban
	Tidak diatur secara eksplisit
	Dikategorikan sebagai kerusakan nilai (fasad al-tasawwur)

	Orientasi Kebijakan
	Perlindungan setelah terjadi pelanggaran
	Pembentukan ekosistem sosial yang memuliakan anak



Tabel tersebut menunjukkan bahwa hukum positif dan Maqasid Syariah sebenarnya memiliki orientasi perlindungan yang sejalan, tetapi bergerak dengan logika yang berbeda. Hukum positif cenderung bersifat reaktif, sementara Maqasid Syariah bersifat proaktif dan preventif. Keduanya tidak saling menegasikan, melainkan berpotensi saling melengkapi.
Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa tanpa integrasi nilai maqasidi, hukum positif berisiko mengalami apa yang dapat disebut sebagai normative fatigue: hukum tetap ada, tetapi kehilangan daya pengaruh karena tidak menyentuh kesadaran masyarakat. Sebaliknya, nilai-nilai Maqasid Syariah tanpa dukungan regulasi yang kuat juga berisiko menjadi wacana moral yang tidak operasional.
Oleh karena itu, perlindungan anak yang efektif membutuhkan sinergi antara hukum positif dan Maqasid Syariah. Hukum positif menyediakan struktur, kepastian, dan mekanisme penegakan, sementara Maqasid Syariah menyediakan orientasi nilai dan tujuan etik. Dalam sinergi ini, persepsi anak sebagai beban tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi sebagai indikator kegagalan sistem yang harus diperbaiki secara struktural.
Dengan demikian, hasil dan pembahasan pada section ini menegaskan bahwa persoalan persepsi anak sebagai beban tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan regulasi atau pengetatan sanksi. Diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani norma hukum dengan nilai etik, agar anak benar-benar diposisikan sebagai subjek perlindungan dan pusat orientasi kebijakan sosial. Integrasi hukum positif Indonesia dengan pendekatan Maqasid Syariah menawarkan kerangka yang kuat dan relevan untuk menjawab tantangan tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan plural.

Penutup
Kajian ini menegaskan bahwa persepsi anak sebagai beban merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai masalah individu atau keluarga semata. Persepsi tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, konstruksi sosial, dan kerangka normatif yang belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran publik. Dalam konteks ini, anak tidak hanya mengalami risiko pengabaian secara material, tetapi juga mengalami reduksi nilai sebagai subjek bermartabat yang memiliki hak dan peran strategis dalam keberlanjutan peradaban.
Dari perspektif Maqasid Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anak sebagai beban bertentangan secara fundamental dengan tujuan dasar syariat, khususnya hifz al-nasl, serta berdampak sistemik terhadap hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal. Maqasid Syariah memandang anak sebagai amanah dan pusat orientasi maslahat, bukan sebagai objek kalkulasi utilitarian. Persepsi yang menempatkan anak sebagai beban mencerminkan adanya fasad al-tasawwur, yakni kerusakan cara pandang yang berpotensi melahirkan praktik sosial dan kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, Maqasid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen kritik etik terhadap realitas sosial yang memarginalkan anak.
Sementara itu, analisis terhadap hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan perangkat regulasi yang relatif kuat untuk melindungi anak sebagai subjek hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diakomodasi dalam konstitusi dan berbagai undang-undang turunan. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan persepsi sosial. Hukum positif cenderung bekerja secara reaktif dan legalistik, sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau akar nilai dan kesadaran yang melahirkan persepsi anak sebagai beban, terutama di ruang privat keluarga dan komunitas.
Dialog antara Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki orientasi perlindungan yang sejalan, tetapi bergerak pada level yang berbeda. Hukum positif menyediakan kepastian dan mekanisme penegakan, sementara Maqasid Syariah menawarkan landasan etik dan orientasi tujuan jangka panjang. Ketika keduanya dipertemukan, terbuka peluang untuk membangun pendekatan perlindungan anak yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan transformatif.
Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya mengatasi persepsi anak sebagai beban membutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan regulasi hukum positif dengan kedalaman nilai Maqasid Syariah. Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui sanksi dan aturan, tetapi harus diperkuat melalui rekonstruksi cara pandang, kebijakan sosial yang berkeadilan, serta penguatan ekosistem keluarga yang ramah anak. Dalam konteks Indonesia yang religius dan plural, pendekatan maqasidi memiliki relevansi strategis untuk menjembatani norma hukum dan kesadaran sosial, sehingga anak benar-benar diposisikan sebagai subjek maslahat dan fondasi masa depan bangsa.
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